
MEIJTERI KOORDINATOR BIDANO PEREKONOMIAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN 

P$WC~URAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 
SELAW KETUA TIM PENOARAH TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF 

NOMOR : PER-04/M,EKON/04/2012 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT 
i TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
, 

1 MENTERI KOORDINATOR BIDANO PEREKONOMIAN 
SELAKUIKEXWA TIM PENOARAH TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF, 

Menimb$ng : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan 

I Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi 

Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh 

. ; Dari Industri Ekstraktif perlu diatur organisasi dan tata 

keda Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif; 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim 
i 
3 Pengarah Tim Transparansi Industri Ekstraktif tentang 

Organisasi dan Tata Kerja ~ekrckariat Tim Transparansi 

Industri E k s t r W ,  
i 

Menginggt : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
I 
I Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 

sebagaham terakhir diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 9 1 Tahun 20 1 1 ; 

2. Perahxran Presiden Nomor 24 Tahrin 2010 tentang 

Kedudukan, Tugas, dan F'ungsi Kementerian Negara serta 

Susunan Organisasi, Tugas! dan Fungsi Eselon I 

Kementcrian Negara sebagaimana terakhir kali diubah i . 1 den& Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 20 1 1; 
. . 

3. Peraturan . . . 
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3. Peraturan Residen Nomor 26 Tahun 2010 4 tentang 

Transparansi Pendapatan Negara dan pendapaG Daerah 

Yang Diperoleh Dari Industri E k s e ,  I 
1 

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 4 ) ~  Tahun 

2009; 

5. Peraturan Men- Koordinator Bidang ~ere4onomian 

Nomor : PER-03/M.EKON/ 071 2007 tentang han isas i  

dan Tata Ke rja Kementerian Koordinator ) Bidang 

Perekonornian; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR : BIDANG 

PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM P E N C - m  TIM 

TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF ?ENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA S E K R E T ~ T  TIM 

TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRIUCTIF. 

BAB I 

ORGANISASI 

Bagian Pertama 

Kedudukan d m  Tugas 

Pasall 
4 

(1) Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang selanjutnya disc ut Tim b 
Transparansi adalah Tim Transparansi yang ditctapkan dengan qraturan 

Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi pendaPnd Negara 

dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif. : 1 7  

(2) Tim Transparansi dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh ~*tariat 

Tim Tranzsparansi. 
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(3) Sekretariat Tim Transparansi merupakan unsur pembantu pelaksanaan 
tugas Tim Transparansi yang secara administratif berada pada 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

Sekretariat Tim Transparansi mempunyai tugas : 

a. menyiapb-an rencana ke rja Tim Transparansi; 

b. menetapkan cakupan, mernpersiapkan formulir (template), menyebarkan 

dan mengunipukannya; 

c. memfa&.tasi proses penetapan rekonsiliator; 

d. menyebarluaskan hasil rekonsiliasi laporan Tim Transparansi; 

e. menyiapkan bahan laporan Tim Transparansi; 

f. menyiapkan bahan komunikasi dan sosialisasi dalam rangka melibatkan 

para pihek dan mewujltdkan akuntabilitas publik; 

g. mendorong pengembangan kapasitas para pemangku kepentingan 

h. menduhag pelaksanaan ke rjasama internasional Tim Transparansi; dan 

i. melaksax~akan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan dari Ketua Tim 

Pe1aksan;a Tim Transparansi. 

Bagian Kedua 
Sekretaris 

(1) Sekretariat Tim Transparansi dipimpin oleh Sekretaris Tim Transparansi 

yang diangkatt dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator Bidang 

, Perekoriomian selaku Ketua Tim Pengarah Tim Transparansi. 

(2) Untuk membantu blaksanaan tugas Sekretaris Tim Transparansi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal '1 diangkat Wakil Sekretaris 

Tim Transparansi oleh Ketua Tim Pengarah Tim Transparansi. 

Bagian . . . 
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Bagian Kctiga 
Organisasi Sekretariat 

Pasal4 

Sekretariat 'rim Transparansi terdiri atas: 

a. Divisi Pelaporan Pendapatan, 

b. Divisi Kcbijakan dan Regulasi; 

c. Divisi Pemangku Kepentingan; dan 

d. Divisi U ~ n w n .  

Pasal5 

Divisi Pelaporan Pendapatan sebagaimana maksud Pasal4 huruf a mempunyai 

tugas meldcsanakan pemberian dukungan teknis penyusunan rencana dan 

program kex ja Tim Transparansi, penyusunan rencana program dan anggaran 

Sekretariat Tim Transparansi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaaxl Tim Transparansi. 

Divisi Kebijakan dan Regulasi sebagaimana maksud Pasal 4 huruf b 

mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis koordinasi, 

sinkronisasi. dan penyusunan kebijakan dan regulasi yang terkait dengan 

pelaksanaari Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang 

Diperoleh Dari Industri Ekstraktif serta memfasilitasi dan mtdiasi penyelesaian 

sengketa (dispute settlement) yang terkait dengan pelaksanaan Transparansi 

Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Dipcroleh Dari Industri 

Ekstraktif. 

Pasal 7 ... 
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Divisi Pemangku Kepentingan sebagairnana maksud Pasal 4 huruf c 

mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis kepada Tim 

Transparansi dalarn koordinasi, sinkronisasi pengembangan kapasitas 

(cqpacity bu2.idin.g) pemangku kepentingan (stcrkeholders) yang terkait dengan 

pelaksanaan Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang 

Diperoleh Dari Industri Ekstraktif. 

Divisi Umunl sebagaimana maksud Pasal 4 hwuf d mempunyai tugas 

melaksanaka:~ pelayanan administrasi urnurn, tata usaha, keuangan, fasilitasi 

komunikasi publik dan pengelolaan opini publik, pengembangan sistem 

informasi, dan perlengkapan Tim Transparansi dan Sekretariat Tim 

Transparansi. 

Bagian Keempat 

Tenaga Profesional 

(1) Dalam pt:laksanaan tugas Sekretariat Tim Transparansi, Sekretaris Tim 

Transparimsi dapat mengangkat anggota Sekretariat Tim Transparansi 

dan tenctga profesional pada Sekretariat Tim Transparansi sesuai 
* 

kebutuhan. 

(2) Anggota Sekretariat Tim Transparansi dan tenaga profesional sebagaimana 

dimabud pada ayat (1) @pat tcrdiri dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

atau N O ~ - P N S  sesuai kebutuhan. 

(3) PNS ... 
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(3) PNS yang ditugaskan pada Sekretariat Tim Transpqansi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditugaskan oleh pimpinannya masing-masing. 

(4) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 
asisten ahli, iasisten, asisten muda dan tenaga teram*il. 

(5) Rincian tugas anggota Sekretariat Tim Transparansi dan tenaga 

profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

I Sekrctaris Tim Transparansi. 

BAB I1 

TATA KERJA 

Bagian Pertama 

Mekanisme Ke j a  

Pasal 10 

(1) Sekretariat Tim Transparansi menyampaikan data dan informasi dalam 

rangka menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan 

Transprransi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh 

Dari Industri Ekstraktif kepada Ketua Tim Pelaksana Tim Transparansi. 

(2) Sekrctariat Tim Transparansi menyampailsan kepada Ketua Pelaksana Tim 

Transparand 

a. rcko~nendasi dan langkah-langkah strategis penyelesaian 

permasalahan dan hambatan pelaksanaan Transparansi Pendapatan 

Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri 
I i * 

E k s W ,  dan 

b. kajian dan analisis pelaksanaan ~rans~a-si  Pendapatan Negara dan 

Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif. 
1 

(3) Ketua Tim Pelaksana Tim Transparansi memberikan arah kebijakan dan 
I I 

strategi pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Transparansi. 

Bagian . .. 
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Bagian Kedua 

Rapat 

I 

(1) Rapat Sekretariat Tim Transparansi adalah Rapat yang . dipimpin oleh 

Sekretaris Tim Transparansi. 

(2) Rapat Sekretariat Tim Transparansi dilaksanakan sesuai kebutuhan. 

(3) Dalam hal Sekretaris Tim Transparansi berhalangan untuk memirnpin 

rapat :sebagaimana dirnaksud dalam ayat (I), maka Sekretaris Tim 

Transpruansi menugaskan Wakil Sekretaris Tim Transparansi atau 

pejabat lain untuk mernimpin rapat. 

Pasal 12 

(1) Pengarrbilan keputusan dalam Rapat Sekretariat Tim Transparansi 
i dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh peserta rapat. 

(2) Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai 

secara musyawarah dan mufakat, maka pimpinan rapat dapat 

menentukan upaya lain agar keputusan dapat tercapai. 

Pasal 13 

(1) Setiap Iresepalcatan, atau keputusan Rapat Sekretariat Tim Transparansi 

dicatat dahm Notulen Rapat. 

(2) Notulen Rapat disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan 

peserta rapat yang hadir. 

(3) Notulen Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disarnpaikan kepada 

peserta rapat untuk mendapat perhatian d& dilaksanakan sebagaimana 

mestinya sesuai dengan tugas dan fung& masing-masing, serta 

diberitihukan kepada para pemangku kepentingan. 

Pasal 14 ... 
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Pasal 14 

Selcretariat Tim Transparansi dalam melaksanakan tugasnya wajib 

menerapkan praktik-pr- terbaik dalarn akuntabilitas kine ja secara 

transparan. 

BAB I11 

PELAPORAN DAN SOSIALISASI 

Bagian Pertama 

Pelaporan 

(1) Sekretaris Tim Transparansi menyampaikan laporan perkembangan 

pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pelaksana Tim Transparansi 

paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 

(2) Sekretaris Tim Transparansi menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim 

Transpiuansi berdasarkan arahan Ketua Tim Pelaksana Tim 

Transpiuansi. 

Bagian Kedua 

Sosialisasi 

(i) Kebijakan, strategi,. dan arahan yang telah ditetapkan oleh Tim 

Transpiuansi disosialisasikanikan kepada semua pihak terkait danlatau 

masym&t. 

(2) Sosialisasi . .. 
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(2) Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak, 

media elektronik, dan lain-lain. 

(3) Sekretariat Tim Transparansi memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi Tim 

Transpzmsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

BAB IV 

PEMBIAYAAN 

Pasal 17 

(I) Ptmbia;yaan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Transparansi 

d i b e b a r h  kepada anggaran Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian dan sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pembiayaan tcrhadap kegiatan lainnya yang terkait Sekretariat Tim 

Transpzuansi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga p e m e ~ t a h  non- 

kementerian dan pemerintah .daerah terkait menjadi beban 

kement.zrian/lembaga pemerintah non-kementerian dan p e m e ~ t a h  

daerah yang bersangkutan. 

(3) Pembiayaan pelaksanaan Sekretariat Tim Transparansi sebagaimana 

dimaks~d pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara efisien dengan tetap 

mempe~$imbangkan ketersediaan anggaran. 

BAB V ... 
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KEXENTUANPENUTUP 

Pasal 18 

Pcraturan Menteri Koordinator Bidang Perckonomian selaku Ketua Tim 

Pengarah Thn Transparansi Industri Ekstraktif ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 04 April 2012 

MENTERI KOORDINATOR 
BIDANG PEREKONOMIAN 

SELAKU KETUA TIM PENGARAH TIM 
TRANSPARANSI INDUSTRI 

EKSTRAKTIF, 

ttd. 

M. HATTA RAJASA 

m e s u a i  dengan 
Umum, 

gPto, S.H., 
fi005 197303 

I aslinya 


